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Bantuan hukum barus responsif terhadap tuntutan 
memperoleh keadilan untuk semua perkara fakir miskin 
dalam berbagai bidang hukum dan pelanggaran hak asasi 
manusia.” (Frans H. Winarta, 2009, Suara Rakyat 
Hakum Tertinggi, Penerbit Kompas, him. 98) 


“Demikian pula implementasi bantuan hukum di Indonesia. 
Di negara ini terjadi distorsi konsep bantuan hukum, 
Terdapat banyak sekahi orpanisasi yang menamakan diri 
lembaga bantuan hukum namun mengenakan Jee kepada 
kliennya bahkan kepada fakir miskin” (Frans H. 
Winarta, 2009, Pra Boro Publiro: Hak Konstitusional 
Uakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum, 
Gramedia, him. xi) 


B uku ini bahan-bahannya merupakan hasi! riset 
penulis pada Program Studi Ilmu Hukum Program 
Pascasarjana, Program Kekhususan Hukum Pidana di 
Unxversitas Indonesia beberapa tahun talu. Mengingat 
isinya dipandang masih bermanfaat, atas dasat masukan 
beberapa rekan sejawat ciset Tesis ini kemudian disusun 
kembali untuk keperluan penulisan buku dan diterbitkan 
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pertama kali tahun 2000 dengan judul “Bantuan Hukum: 
Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan”. Dengan 
mempertimbangkan masukan-masukan dari rekan sejawat akan 
penting dan bergunanya buku ini, penulis melakukan revisi 
sekaligus penambahan bab. Adapun buku revisi ini mengalami 
perubahan judul menjadi “Bantuan Hukum di Indonesia: 
Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga 
Negara”. Dasar pertimbangannya, telah Jahir UU No. 18 Tahun 
2003 Tentang Advokat. Bahkan, pada saat buku ini diterbitkan, 
sedang dibahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Bantuan 
Hukum. Akhirnya atas bantuan teman-teman di Yayasan 
Pengkajpan Hukum Indonesia buku edisi revisi ini dapat 
diterbitkan menjelang akhir tahun 2010. 


Sekadar kilas balik, pembahasan RUU Advokat ternyata menyita 
waktu yang cukup lama yakni lebih dari 2 tahun. Undang- 
Undang ini sudah lama dinantikan oleh masyarakat khususnya 
para Advokat. Penulis mengutip pandangan Hamdan Zoelva 
selaku Ketua Panitia Kerja yang membahas RUU itu di Komisi 
IT bahwa undang-undang advokat mengatur tentang profesi 
Advokat dan tidak mengatur profesi di luar profesi Advokat. 
Ketika diperdebatkan bahwa apakah lembaga bantuan hukum 
juga termasuk lingkup yang diatur dalam UU profesi Advokat? 
Menurutnya saat pembicaraan di DPR mengenai bantuan 
hukum, sebaiknya diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu 
undang-undang tentang bantuan hukam. Dengan pertimbangan 
itulah keberadaan lembaga bantuan hukum tidak disinggung 
dalam undang-undang advokat secara spesifik. Pasca lahirnya 
UU Advokat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggodok 
Rancangan Undang-Undang (RUU) Bantuan Hukum. RUU ini 
memang telah menjadi hak inisiauf DPR yang menjadi salah 
satu prioritas tahun 2010. 
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Dalam RUU itu, penerima bantuan hukum memang bukan 
hanya rakyat miskin. Penerima bantuan hukum lainnya adalah 
kaum marginal yang hak sipil dan politiknya terabaikan. 
Perluasan cakupan penerima bantuan hukum pada kelompok 
pemenuhan dan perlindungan hak bagi kelompok rentan masih 
kerap rerabaikan. Salah satu bagian dari kelompok rentan itu 
adalah kelompok penyandang cacat (disabilitas). Agar ketentuan 
perluasan cakupan penerima bantuan hukum ini memiliki 
kekuatan, perlu diatur mengenai ketentuan sanksi administratif 
bagi pihak yang tidak mau memberi bantuan hukum. Tentu 
tujuannya supaya pemberian bantuan hukum kepada kelompok 
rentan menjadi sebuah kewajiban yang sifarnya imperatif. 


Penulis berharap dengan terbitnya buku ini dapat dijadikan se- 
macam pendokumentasian sejarah bantuan hukum d& Indonesia, 
mulai dari zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, 
cra kemerdekaan, dan era reformasi yang ditanda: dengan 
lahirnya UU Advokat serta UU Bantuan Hukum yang segera 
akan diundangkan. Terakhir penulis ucapkan terima kasih 
yang tidak terhingga kepada Saudari Paulina Dewanti selaku 
Managing Editor PT Hlex Media Komputindo yang telah 
bersedia kembali untuk menerbitkan edisi revisi buku ini. 


Jakarta, Desember 2010 


Or. Frans Hendra Winarta 
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cbagai salah satu subsistem dari sistem peradilan 

5 pidana, bantuan hukum dapat memberikan kontribusi 
dalam mencapai “proses hukum yang adi?” atau “due process 
of law?” Lawan dari due process of law” adalah “arbitrary 
prowss” atau “proses hukum yang sewenang-wenang”, Due 
process of law berasal dari dokumen Magna Charta yang 
menegaskan “constilulional guarantee... Ihat no person mill be 
deprived of life, liberty or property for reasons Ihaf are arbitrary. .. 
protet the citizen againsi arbitrary actions af the government”. 
Oleh karena itu, menutut mereka, unsur-unsur minimal 
dari due provess adalah “hearing, counsel, defense, evidence, and 
a fatr and empartial cour?” (mendengar penjelasan tersangka 
dan terdakwa, didampingi penasihat hukum, diberi 
kesempatan pembelaan dan adanya pembuktian yang sah 
dan dapat diterima, oleh pengadilan yang adil dan tidak 
memihak). 


Bantuan Hukum mempunyai kedudukan yang penting 
dalam sistem peradilan pidana (eriwinal justice system), 
tidak terkecuali di Indonesia. Subsistem polisi, jaksa, 
pengadilan, pekerja lembaga pemasyarakatan, dan 
advokat harus dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan 
mereka. Fujuan tersebut aatara lain mencegah kejahatan, 
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mencegah pengulangan kejahatan, dan merchabilitasi pelaku 
kejahatan serta mengembalikan mereka ke masyarakat. Sering 
kita lupakan pula bahwa bantuan hukum merupakan hak dari 
scorang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (pre bono 


publico). 


Menurut Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) 
“Rakyat miskin masih sangat sulit mendapatkan akses bantuan 
hukum. Hasil riset YLBHT, dari sekitar 170 orang narapidana 
hanya sekitar 10 persen yang baru mendapatkan bantuan 
hukum. Itu pun hanya orang-orang yang berduit saja.” Sejatinya 
pemberian bantuan hukum kepada rakyat miskin merupakan 
tanggung jawab negara. Adanya UU Bantuan Hukum nantinya, 
akan memungkinkan dibentuknya sebuah Komisi Nasional 
Bantuan Hukum. Komisi ini berfungsi melakukan akreditasi 
dan verifikasi, pendanaan, dan pendirian LBH di daerah 
yang belum memiliki kantor bantuan hukum. Presiden telah 
mengeluarkan Surat Presiden Nomor R. 51/Pres/ 06/2010 ke 
DPR, perihal penunjukan wakil untuk pembahasan Rancangan 
Undang-Undang Bantuan Hukum. Presiden telah menugaskan 
Menhukham, Menkeu, dan Menpan untuk bersama-sama DPR 
membahas RUU Bantuan Hukum. Dengan RUU Bantuan 
Hukum ini akscs masyarakat miskin pada keadilan diharapkan 
dapat menjadi semakin mudah. 


Akhir kata, buku “Bantuan Hukum di Indonesia: Hak 
untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga 
Negara” karya Frans Hendra Winarta ini merupakan pengantar 
yang bagus untuk mengetahui lebih jauh konsep bantuan 
hukum dan praktik pelaksanaannya di Indonesia. Termasuk 
di dalamnya, uraian tentang sejarah bantuan hukum, bantuan 
hukum yang zon profit oriented dan cara mendapatkannya. Dalam 
rangka itulah, buku ini saya anjurkan untuk dibaca dan ditelaah 
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oleh mereka yang menginginkan tegaknya supremasi hukum 
di Indonesia. Buku mi akan memberikan nuansa baru dalam 
perbincangan kita sekaligus menambah perbendaharaan bahan 
pustaka mengenai bantuan hukum di Indonesia. 


Jakarta, Januari 2011 


Mardjono Reksodiputro 
Guru Besar Hmu Hukum Universitas Indonesia 
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Thomas Pamne: 
“A Declaration of Rights is, by reciprocity, a 
Declaration of Duties also. Whatever is my right as 
a man, is also a right of another, and it becomes my 


zr 


duty to guarantee, as well as to possess.' 
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Sejarah Bantuan Hukum 
Indonesia 


A. Perkembangan Bantuan Hukum 


1. Bantuan Hukum Zaman Penjajahan 
Belanda 


P erihal hukum di masa prakolonial tidak ada yang perlu 
— dituturkan di sini, kecuali bahwa Belanda mengubah 
kondisinya, bukan dengan memberlakukan hukum yang 
baru tetapi dengan mencrapkan kebijaksanaan politik 
yang baru Sejak permulaan, pihak kompeni (VOC) 
berketetapan menghormati hukum lokal, cara lain untuk 
mengatakan bahwa, pada umumnya, mereka tidak dapat 
mengesampingkan, kecuah bila kepentingan dagang 
jadi taruhan. Hal yang tidak mereka hormati dan ambisi 


mercka pun cenderung tidak menghormatinya adalah 

———w 

| Lebih jauh sacera mendata! tenang Barton Muba di Laman Penjejangin Betenda, 
peta dan bandingkan dengan Donal 5. Lev yong Gerudu, Hukum lan Poiirik 
Indonesiu Kesinumbungan der Politik df Indonesia Kesinsmbungan dan Perubaitan, 
khususnya bah yang berjudul Hukum Koloni than Asai Usut Perabentukan Naga 
Indonesia, hat da3, 
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hubungan-hubungan ekonomi dan politik yang selamanya 
merupakan sumber pokok hukum lokal. 


Pada tahun 1900-an selama kurun kebijaksanaan ctis, pembaruan 
hukum siap dilaksanakan. Namun, ditilik dari tempat berpijak 
masyarakat Indonesia, sebagian besar perubahan ini hanyalah 
penghalusan pola yang sudah terbentuk sebelumnya. Semua 
itu penting bagi masyarakat Belanda yang kadang-kadang 
memperlakukan bangsa Indonesia secara lain (musalnya, 
vernreemdingsrerbod tahun 1870 yang melarang pemindahan hak 
milik atas lahan orang Indonesia kepada orang asing) tetapi 
tidak pernah selain sebagai pemantas saja dengan maksud scolah 
menentang adanya perbedaan-perbedaan unsur kemajemukan 
ekonomi, sosial, dan politik kolonial. Biasanya mereka justru 
memperkokoh perbedaan-perbedaan tersebut dengan cara yang 
lebih canggih dan halus. 


Logika kemajemukan dan pemerintahan tidak langsung Hindia 
Belanda menuntut diperlengkapinya dengan baik masyarakat 
Belanda dan Indonesia dengan lembaga-lembaga yang harus 
memainkan peranan yang sudah ditentukan sebelumnya dengan 
pihak Indonesia tetap harus dipersiapkan menempati derajat 
yang lebih rendah daripada pihak Belanda. Hal ini berarti ada 
dua birokrasi, yang satu merupakan bawahan dan yang lain 
merupakan atasan. Termasuk juga ada dua sistem peradilan 
yang hubungannya serupa. 


Hubungan yang serupa juga terdapat di bidang peradilan 
dengan perbedaan penting bahwa tapal batas etnis diterobos 
ke saru arah, ke pihak Belanda yang jenjang peradilannya terdiri 
atas residenticeerwlt untuk tingkat pertama, Ruad ran Justitie 
untuk tingkat banding, dan Mahkamah Agung (Haoggerechtsho/) 
di Jakarta (Batavia). Tenaga bagi kedua pengadilan yang 
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terakhir itu adalah para ahli hukum yang terlatih yang semakin 
dipererat kaitannya dengan reshisstaaf negeri induknya melalui 
pendidikan, tradisi, pengetahuan turun-temurun, gaya, dan 
ilmu hukum. Wewenang pengadilan Eropa ini diperluas untuk 
mengadili semua perscisihan dagang cksternal dan sebagian 
besar perselisihan dagang internal, hubungan-hubungan per- 
data dalam orang Eropa, dan sudah barang tentu, perbuatan 
pidana yang dilakukan oleh orang Eropa. Raud yan Jusititie, yang 
pada akhirnya berjumlah enam buah untuk orang Indonesia, 
dengan jelas memperlihatkan di mana letak kekuasaan dalam 
hubungan itu. Dari Raad ran Justite pemeriksaan lebih lanjut 
dapat dimintakan kepada Hof, istilah yang lazim digunakan orang 
untuk menyebut Mahkamah Agung. Dalam perkara-pcrkara 
pidana, penuntut untuk golongan Belanda (Openbaar Ministerte) 
terdiri atas para ahli berpendidikan hukum (Officieren nan Justitre) 
yang dikepala oleh Procureur-Generaal di Batavia (Jakarta), yang 
juga membawahi polisi kolonial. 


Oposisi terhadap sistem peradilan yang majemuk tidak pernah 
lenyap, Akan tetapi, oposisi tidak juga mencapai jumlah 
yang cukup berarti. Katena kelambanan saja tidak dapat 
mempertahankan tata susunan yang rumit itu, gagasan dan 
kepentingan yang menghendaki kemajemukan mulai dilengkapi 
dengan perlmdungan yang cukup. Hanya Landgerecht-lah, yang 
dibentuk pada tahun 1914, yang mempunyai wewenang umum 
atas semua golongan penduduk, tetapi pengadilan jenis ini hanya 
memeriksa pelanggaran dan perbuatan pidana ringan, udak 
lebih dari sekadar konsensi simbolis terhadap ambisi kesamaan 
liberal, landgereeh! tidak banyak berarti. Sebenarnya upaya 
mempersatukan pengadilan merupakan ledakan yang dahsyat 
bukan terhadap berbagai kepentingan ckonomi, yang sejauh 
itu dapat melindungi diri sendiri dalam organisasi peradilan 
macam apa pun. Kebanyakan hakim dan semua notaris serta 
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para advokat adalah orang Belanda sampai pertengahan 1920- 
an, tetapi besar taruhannya dalam hal status, ras, sosial, dan 


politik yang terjalin di segenap bangunan kolonial 


Kalau negara asalnya di Eropa mempunyai dua kitab undang- 
undang hukum acara, satu untuk petkata perdata (Burgefjk 
Rechtsvordering) dan satu tapi untuk perkara pidana (Syaftorderinn). 
Dan tahun 1950-an kedua kitab undang-undang ini memuat 
ketentuan-ketentuan, termasuk jaminan hak-hak pribadi, yang 
termaktub dalam kitab undang-undang di Belanda. Untuk orang 
Indonesia cukup disediakan satu kitab undang-undang baik untuk 
perkara perdata maupun perkara pidana, yang menetapkan acata- 
acara pengadilan pargreh praja maupun /andraad dan pengadilan- 
pengadilan yang lebih rendah. Kitab undang-undang imi adalah 
Hergiene Inlandseh Reslemeru, selanjutnya disebut H.I.R. Kurang 
kompleks dan kurang terinci daripada kitab undang-undang 
untuk orang Eropa, untuk melayani kebutuhan dan ukuran 
orang Indonesia yang “lebih sederhana”, H.R. juga memuat 
ketentuan perlindungan terhadap kekuasaan pemerintah yang 
jauh lebih sedikit. Sebagai contoh, lebih mudah menangkap, 
menahan, dan memidana orang Indonesia berdasarkan H.I.R. 
daripada terhadap seorang kawula Negara Belanda berdasarkan 


Strafvordering. 


2. Bantuan Hukum Zaman Penjajahan Jepang 

Dalam masa pendudukan Jepang, terhadap golongan Lropa 
dan Yionghoa diberlakukan Burgerkik Weboek (BW) dan 
Ferboek ran Koophandel (Wx.K), sedangkan untuk golongan 
Jndonesia asli berlaku hukum adat. Selanjutnya, bagi golongan- 
golongan latnnya berlaku hukum yang diperlakukan bagi 
mereka menurut peraturan dahulu. Werboek yan Strafreeht (WxS) 
pada umumnya tctap berlaku selain peraturan-peraturan pidana 
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lainnya yang dibuat oleh Pemerintahan Pendudukan Jepang. 
Adapun peraturan-peraturan tersebut selain Osamu Gunrei No. 
1 tahun 1942 dan Undang-Undang Nomor Istimewa tahun 
1942 juga termasuk di dalamnya Osamu Seirei No. 25 tahun 1944 
tentang Gunsei Keizirei (Undang-lindang Kriminal Pemerintah 
Balatentara). Isinya memuat tentang aturan umum dan khusus 
dan berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di 
dalam maupun di luar daerah hukum Gungei Keigirei. Walaupun 
Kitab Undang-Undang Hukum DPidana Jepang ini berlaku, 
aturan umum Wv.S tetap berlaku juga dan daerah hukumnya 
meliputi wilayah Jawa dan Madura. 


Berdasarkan Pasal 47 Gungi Keizirei ini, kekuatan hukum 
undang-undang ini berlaku sarut. Yang diatur dalam atur- 
an umumnya adalah jenis-jenis pidana yang berbentuk ke- 
sengajaan, percobaan, konkursus, penyertaan, rechterljk pardon 
(kemungkinan pembebasan seseorang dari hukuman jika 
ia sendiri yang telah memberitahukan kejahatan yang telah 
dilakukannya kepada yang berwajib). Dalam undang-undang ini 
diatur juga kemungkinan kumulasi penjatuhan pidana pokok 
dalam Pasal 25 Gungei Keizirei dan pengaturan tentang dapat 
dihukumnya suatu badan hukum dalam Pasal 26 Gungei Keigirei. 


Untuk orang-orang Jepang yang ada di Indonesia tetap berlaku 
undang-undang dan peraturan-perturannya sendiri. Oleh karena 
itu pengusutan, penuntutan dan pengadilannya dilakukan oleh 
opsir-opsir Jepang. 


Berdasarkan penjelasan Pemerintahan Pendudukan Jepang pada 
tanggal 10 Mei 1944, dinyatakan bahwa semenjak Pemerintahan 
Balatentara dijalankan di Indonesia, perkara-perkara perdata 


7 lebih icuh tentang Peradilon Taman Penduduk Jepona baca Surlikno Mertokusumo, Sejaiah 
Peradilan dan Perundang-undongsanya di lndonesia sejak 1942 dan Apakah Kamanfaatan 
nya bagi Kita Bangsa Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1970, hat. 10-32, 
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dan pidana untuk penduduk sipil bangsa Jepang dan orang- 
orang militer yang tidak diadi: oleh Grepokaia dan Gwrritukaigi 
(Mahkamah Militer), diadili oleh Gunsei Hooin (Pengadilan 
Pemerintah Balatentara). 


Dalam Osama Sezrei No, 24 tahun 1944 tentang mengadili rakyat 
Nippon, ditetapkan bahwa baik dalam perkara perdata maupun 
perkara pidana, pengusutan, penuntutan, pemeriksaan, dani 
pengadilannya terhadap orang-orang Jepang adalah menurut 
undang-undang Jepang, kecuali mengenai perkara-perkara 
yang tidak dapat diselesaikan menurut undang-undang tersebut 
karena keadaan istimewa. Ketentuan tersebut tidak menghalang- 
halangi berlakunya Gznseirei bagi mereka. Perkara diperiksa dan 
diadili oleh Tihso Foo (Pengadilan Negeri), sedangkan hakim 
atau jaksa yang memeriksanya terdiri atas orang-orang Jepang 
yang memang telah diangkat menjadi hakim atau jaksa di Jepang. 
Tentu saja hukum acara yang mengadili, baik dalam perkara 
perdata maupun pidana harus dilaksanakan menurut undang- 
undang Jepang. Sedang pelaksanaan putusan pengadilannya 
dijalankan oleh kantor arau pegawai yang ditunjuk oleh Gunsezkan 
(Pembesar Pemerintah Bajatentara). 


Di samping badan-badan pengadilan seperi yang telah 
disebutkan di atas, diadakan pula Kersatw Kyoky (Kejaksaan), 
dengan wewenang seperti sebelumnya. Begitu pula dalam hal 
mengusut dan menuntut di muka pengadilan punadalah menurut 
ketentuan-ketentuan dulu. Dengan demiktan jaksa pada waktu 
itu tidak lagi berada di bawah asisten Residen, tapi langsung 
di bawah Saiko Kensatu Kyoku Tyo (dulu Procurear Generaai) dan 
sesudah dihapuskannya Saikoo Hoois (Peradilan Agung) lalu ada 
di bawah Kooteo Kensatu Tya, Pengawasan terhadap peradilan 
dan para hakim dilakukan oleh Sihoobxtyo (Kepala Departemen 
Kehakiman). Dalam Siboobe (Departemen Kehakiman) ini 
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terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu syowuka (perkara umum), 
mingika (perkara perdata) dan keizika (perkara pidana). 


Lebih jauh dalam masa penjajahan Jepang dikcluarkanlah 
Undang-Undang No. 40 pada tanggal 5 Oktober 1942, tentang 
Gunseirei atau undang-undang dan peraturan untuk menjalankan 
pemerintahan Balarentara di Jawa (Osamu Seirei) yang diumumkan 
oleh Gansireikan (Panglima Besar Yentara Jepang). Sehubungan 
dengan adanya undang-undang tersebut maka dikeluarkan 
pula peraturan baru dalam rangka menjalankan pemerintahan, 
yaitu: 


a. Osamu Seirei 

Dibuat oleh Gangrekan (Panglima Besar Tentara Jepang), 
yang mengatur tentang segala hal yang perlu dilakukan untuk 
menjalankan pemerintahan Balatentara di Jawa. 


b. Osamu Kanrei 

Dibuat oleh Gunseikan (Pembesar Pemerintah Balatentara), yang 
merupakan peraturan untuk menjalankan Osamz Serrei dan juga 
untuk mengatur segala hal yang perlu untuk menjaga keamanan 
dan ketertiban umum. 


Kedudukan Osamu Serei lebih tinggi daripada Osamu Kuanrei. 
Oleh karena ita, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam 
Osamu Karrei tidak boleh bertentangan dengan Osamu Seerei. 


Di samping peraturan-peraturan pusat tersebut, di dalam 
Undang-Undang No. 40 terdapat juga peraturan-peraturan 
daerah yaitu Syuurei, Koorei, Kootizimnyokurei, dan Tokubeturei. 


Organisasi peradilan pada masa pemerintah pendudukan 
Jepang tidak menunjukkan adanya suatu kesatuan. Ada 5 
(lima) lingkungan peradilan yang dikenal pada waktu itu, yaitu 
Gunritukargi (Mahkamah Militer), Gani Hosin (Pengadilan 
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Pemerintah Balatentara), Tihon f looin (Pengadilan Negeri), Kootoo 
Hooin (Pengadilan Tinggi), Saikoo | looin (Peradilan Agung), dan 
Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat. 


a. Gunritukaigi (Mahkamah Militer) 

Pada masa ini, pengadilan-pengadilan Hindia Belanda ditutup, 
perkara-perkara diselesaikan oleh Pangrch Praja dan keadaan 
ini berlangsung sampai bulan Mci 1942. Peradilan dilakukan 
oleh Gunpokaigi, Gunritukatgi (Mahkamah Militer), Gusei Hoon, 
Peradilan Agama, Peradilan Swapraja, dan Peradilan Adat. 


Perkara-perkara perdata dan pidana dari penduduk sipil bangsa 
jepang dan orang-orang militer tidak diadili oleh pengadilan 
Gunpokaig dan Gunritukaisi (Mahkamah Militer) melainkan 
diadili oleh Gunsei I looin (Pengadilan Pemerintah Balatentara). 


Gunritukargi (Mahkamah Militer) dibentuk oleh Osamu Gunrei 
No. 2 tahun 1942 pada tanggal 2 Maret 1942. Sedangkan Osamy 
Gurrei No. 1 yang diundangkan pada tanggal 2 Maret 1942 
merupakan peraturan militer yang mengatur tentang hukuman 
Balatentara. Dengan Osamu Gunrei No. 4 dan No. 2 menetapkan 
bahwa untuk daerah-daerah yang telah diduduki Jepang hanya 
berlaku undang-undang militer, sedangkan peradilan dilakukan 
oleh Mahkamah Militer. 


Kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam Osamy Gunrei No. 1 
berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 adalah perbuatan-perbuatan 
yang bersifat mengganggu, menghalang-halangi dan melawan 
Balatentara. Terhadap kejahatan-kejahatan ini oleh Osamu Gunrei 
No. 2 diancam sanksi pidana selain penjara sekurang-kurangnya 
1 (satu) bulan denda sekurang-kurangnya Rp1 (1 rupiah), juga 
pidana mari dengan senjata. Untuk pidana kurungan pengganti, 
antara 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dan sebagai pidana secara 
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kumulatif, yaitu pidana denda bersama-sama pidana penjara 
atau pembuangan. 


Penentuan pidana Osamu Gunrei No. 1 tidak absolut, maksudnya 
untuk tiap-tiap kejahatan tidak disebutkan ancaman pidananya 
secara khusus. Yadi, hakim dalam menjatuhkan hukumannya lebih 
mendapatkan kebebasan. Selain wewenang yang diatur dalam 
Osamu Seirei No. 1, wewenang dari Gunrifukaigi (Mahkamah 
Militer) adalah untuk mengadili perbuatan-pcrbuatan yang 
terdapat dalam Undang-Undang Istimewa tanggal 2 Maret 
1942. 


Perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam undang-undang 
ini adalah perbuatan yang pada pokoknya bersifat melawan 
balatentara jepang termasuk perbuatan-perbuatan yang bersifat 
merusak atau merampas segala sesuatu yang digunakan olch 
atau berhubungan dengan balatentara Jepang, seperti parit-parit, 
perkebunan, sumber minyak, alat-alat perhubungan, sepertijalan, 
telepon, pos, dan juga perbuatan yang bersifat membuat susah 
penghidupan rakyat, merusak harta benda, uang dan barang, 
serta mengambil keuntungan yang tidak pantas. Ancaman 
sanksi yang dapat dikenakan terhadap perbuaran-perbuatan ini 
adalah hukuman mati, tetapi tidak menyebutkan secara khusus 
sanksi pidana yang diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan 
atau perbuatan-perbuatan yang terdapat di dalamnya. 


b. Gunsei Hooin (Pengadilan Pemerintah 
Balatentara) 

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1942 yang 

kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 34 tahun 1942 

(Osamu Gunrei No. 3) dibentuklah pengadilan dan “Kejaksaan 

Pemerintah Balatentara” (Gunsei Kensatu Kyoku) di Jawa dan 
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